BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR45 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara -Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7028);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1781);

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 19);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
715);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2021 Nomor 14);

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 15);
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Muara Enim.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp3.465.248.542.570,00 yang bersumber dari:

a.
b.

C.

pendapatan asli daerah;
pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp405.240.114.895,00 yang terdiri
atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp176.554.363.649,00.

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp181.675.372.317,00.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp41.920.177.244,00.
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Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

RpS5.090.201.685,00.

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl176.554.363.649,00
yang terdiri atas:

a. pajak reklame;

o

. pajak air tanah;

. pajak sarang burung walet;

o O

. pajak mineral bukan logam dan batuan;

. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);

. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);

fo - B BN ¢

.opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan

e
.

opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp835.792.800,00.

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp519.192.500,00.

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp53.525.000,00.

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp16.057.499.700,00.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp12.565.155.415.00.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp14.451.750.000,00.

Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
RpS56.476.614.890,00.

Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp31.706.762.903,00.
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(10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan

sebesar Rp43.888.070.441,00.

Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.675.372.317,00
yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;

b. retribusi jasa usaha; dan

c. retribusi perizinan tertentu.

Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.348.923.829,00.
Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.650.095.988,00.

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.676.352.500,00.

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp41.920.177.244,00 yang terdiri atas:

a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik
Negara;

b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik
Daerah; dan

c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Swasta.

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen)

atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp25.130.150.056,00.

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (dividen)

atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

-9 .

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp16.681.906.688,00.

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen)
atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp108.120.500,00.

Pasal 8

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp5.090.201.685,00 yang terdiri atas:

a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
c. jasa giro;

d. pendapatan denda pajak daerah; dan

e. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Anggaran hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp279.942.500,00.

Anggaran hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00.

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp4.281.080.000,00.

Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp259.179.185,00.

Anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp80.000.000,00.

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.051.527.356.325,00
yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.
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Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp2.870.620.426.342,00.
Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp180.906.929.983,00.

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

Rp8.481.071.350,00 yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah; dan

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.195.000.000,00.

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan Kketentuan

peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.286.071.350,00.

Pasal 11

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp3.616.508.009.716,00 yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

(1)

Pasal 12

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp2.338.412.580.663,00
yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.
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Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.199.154.726.265,00.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp1.026.819.656.322,00.

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp75.493.238.000,00.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp3.709.500.000,00.

Pasal 13

Anggaran Dbelanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.199.154.726.265,00 yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;

b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara,;

c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

d. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati; dan

e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan

Wakil Bupati.

Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp682.367.157.893,00.

Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp424.859.948.367,00.

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.757.861.972,00.
Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp180.696.229,00.

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan
Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp2.577.191.304,00.
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Pasal 14

Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp682.367.157.893,00 yang terdiri atas:

a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara;

o

. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara,

. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara,

Q o

. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;

)

. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;

%

belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil
Negara;

h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;

i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;

j- belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;

dan

k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara.

Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp494.978.173.338,00.

Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
RpS52.911.375.675,00.

Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp8.836.254.475,00.

Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp28.825.139.244,00.

Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp12.210.932.396,00.

Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp30.945.509.414,00.

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp1.565.290.431,00.
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Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp21.609.629,40.

Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp46.781.196.490,00.

Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan
sebesar Rp1.322.896.900,00.

Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp3.968.779.900,00.

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, yang terdiri

atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 16

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a  direncanakan sebesar
Rp157.537.983.278,00 yang terdiri atas sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp157.537.983.278,00 yang berasal dari penghematan belanja.

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah sebesar Rp151.259.467.146,00.

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiyaan direncanakan
sebesar Rp151.259.467.146,00.



- 14 -

Pasal 19

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a.

Lampiran I

Lampiran II

. Lampiran Ill.a

Lampiran III.b

. Lampiran IV.a

Lampiran IV.b

Lampiran V.a

Lampiran V.b

Lampiran Vl.a

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima
Serta SKPD Pemberi Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan

Keuangan;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan

Keuangan;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Kabupaten;
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Lampiran VI.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Kota;

k. Lampiran VI.c Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa;

Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

m. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan.
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Pasal 22

Peraturan Bupati Muara Enim ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2024,

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2024,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 4%
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